
 
Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Gorontalo 2023/TPAL  1 
 

Bolos 28 Hari, ASN di Provinsi Gorontalo Siap-Siap Dipecat 

 

https://www.liputan6.com/regional/read/5295857/bolos-28-hari-asn-di-provinsi-gorontalo-siap-siap-dipecat 

 

Liputan6.com, Gorontalo - Bagi Anda, Aparatur Negeri Sipil di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Gorontalo yang doyan berleha-leha, siap-siap diberi sanksi. 

Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya yang baru 11 hari bekerja menekankan soal 

disiplin bagi aparaturnya. 

"Saya ingin tegaskan di awal, saya akan menjalankan peraturan tentang disiplin, 10 hari tidak 

masuk kantor tanpa kabar akan diberi sanksi hukuman berat," kata Ismail. 

"Itu bukan keinginan saya tapi regulasi mengatur itu PP 94 tahun 2021," tegas Ismail saat 

mengunjungi dan memimpin rapat konsolidasi di Dinas PUPR-PKP, Selasa (23/5/2023). 

Ismail mengatakan, persoalan disiplin menjadi penting untuk mendorong produktivitas 

aparaturnya. Disiplin bukan hanya kehadiran, tetapi juga bagi pegawai yang hadir di kantor 

lalu pulang atau absen pagi tanpa kerja dan pulang sore. 

"Manakala yang bersangkutan tidak disiplin dan tidak diproses atasannya maka atasannya yang 

saya sanksi lebih berat," imbuhnya. 

Bolos 28 Hari, Pecat 

Bahkan, Penjabat Gubernur Gorontalo itu juga menseriusi terkait ASN di lingkungan 

pemerintahannya yang kerap bolos kerja. Ia meminta ASN yang secara akumulatif 28 hari tidak 

masuk kerja untuk dipecat. 

"Bagi mereka yang sudah melewati akumulasi 28 hari tidak masuk kerja, apakah dia sudah 

melewati tahapan sanksi ringan, sedang, atau berat tetap dipecat," kata Ismail. 

"Persoalan kita kalah di pengadilan tidak apa-apa, pecat dulu aja," dia menegaskan. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektur dan Kepala Badan Keuangan yang ikut 

mendampingi diminta serius menerapkan kedisiplinan pegawai. Penjagub meminta laporan 

tertulis dari BKD daftar pegawai yang tidak melakukan presensi sepanjang tahun ini. 
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"Tadi juga sudah dilaporkan ada yang tiga hari tidak masuk, 10 hari dan seterusnya ini segera 

diproses. Kalau atasan langsung tidak melakukan penegakan disiplin atasannya saya proses," 

dia menandaskan. 

Sumber Berita: 

1. https://www.liputan6.com/regional/read/5295857/bolos-28-hari-asn-di-provinsi-

gorontalo-siap-siap-dipecat  [diakses pada tanggal 25 Mei 2023]. 

2. https://gorontalo.viva.co.id/daerah/1383-ismail-pakaya-asn-28-hari-bolos-kerja-

pecat [diakses pada tanggal 25 Mei 2023]. 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada: 

a. Pasal 1 angka 1, Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur 

Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 

b. Pasal 1 angka 2, Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai 

Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi 

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Pasal 1 angka 3, Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi 

wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran 

disiplin. 

d. Pasal 1 angka 4, Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan 

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

e. Pasal 1 angka 5, Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam 

maupun di luar kantor. 

f. Pasal 1 angka 6, Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS 

yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, 

baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 

g. Pasal 1 angka 7, Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang 

Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS. 

h. Pasal 2, PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan. 

i. Pasal 3, PNS wajib: 

https://www.liputan6.com/regional/read/5295857/bolos-28-hari-asn-di-provinsi-gorontalo-siap-siap-dipecat
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https://gorontalo.viva.co.id/daerah/1383-ismail-pakaya-asn-28-hari-bolos-kerja-pecat
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a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Pemerintah;  

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;  

c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang 

berwenang;  

d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;  

e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, 

dan tanggung jawab;  

f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan 

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;  

g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

j. Pasal 4, Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib: 

a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS; 

b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;  

c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, 

dan/atau golongan;  

d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat 

membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;  

e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;  

g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;  

h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan  

i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali 

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

k. Pasal 7, PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai 

dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin. 

l. Pasal 8: 

(1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:  

a. Hukuman Disiplin ringan;  
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b. Hukuman Disiplin sedang; atau  

c. Hukuman Disiplin berat. 

(2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

atas:  

a. teguran lisan;  

b. teguran tertulis; atau  

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.  

(3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

atas:  

a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 

(enam) bulan;  

b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 

(sembilan) bulan; atau  

c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 

(dua belas) bulan.  

(4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri 

atas:  

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;  

b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) 

bulan; dan  

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. 

m. Pasal 9 ayat (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan: 

b. Masuk Keda dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 huruf f yang berdampak pada Unit Kerja berupa:  

1. teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara 

kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;  

2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara 

kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 

tahun; dan  

3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa 

alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) 

hari kerja dalam 1 (satu) tahun. 
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n. Pasal 11 ayat (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan: 

f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 huruf f berupa: 

1) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 

(enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara 

kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 

1 (satu) tahun;  

2) pemotongan tunjangan kineda sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 

(sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah 

secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari 

kerja dalam 1 (satu) tahun; dan  

3) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 

(dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah 

secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari 

kerja dalam 1 (satu) tahun. 

o. Pasal 11 ayat (2), Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan: 

d. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 huruf f berupa:  

1) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS 

yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua 

puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; 

2) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) 

bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif 

selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 

1 (satu) tahun; 

3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi 

PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 

(dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan  

4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi 

PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 

10 (sepuluh) hari kerja. 
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p. Pasal 15: 

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dihitung secara kumulatif sampai 

dengan akhir tahun berjalan. 

(2) PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan 

yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) diberhentikan pembayaran 

gajinya sejak bulan berikutnya. 

2. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai 

Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo 

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 

Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara, pada: 

a. Pasal 6: 

(1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib 

berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, diri 

sendiri dan terhadap sesama ASN. 

(3) Kode etik dalam berorganisasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

c. setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh 

pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:  

1. wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh 

atasan yang berwewenang, termasuk mengikuti kegiatan lain yang 

diwajibkan kantor;  

2. dilarang meninggalkan penugasan, kecuali dengan alasan yang jelas, dan 

dengan izin atasan yang berwewenang;  

3. dilarang menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas, dan 

dengan izin atasan yang berwewenang;  

4. wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja;  

5. wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja;  

6. menjaga penampilan dan berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

b. Pasal 26: 

(1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi moral.  
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(2) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Pejabat yang berwenang dengan surat keputusan berdasarkan hasil Sidang 

Majelis Kode Etik.  

(3) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat dengan 

jelas Kode Etik yang dilanggar dan jenis sanksi yang dijatuhkan.  

(4) Format sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubenur. 

c. Pasal 28: 

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berupa pernyataan bersalah 

disertai permohonan maaf dan penyesalan dari ASN yang melanggar Kode Etik.  

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara terbuka atau 

tertutup sesuai dengan derajat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.  

(3) Derajat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelanggaran 

ringan, sedang dan berat yang ditentukan oleh Mejelis Kode Etik dan 

dicantumkan dalam rekomendasi.  

(4) Sanksi moral untuk pelanggaran ringan dinyatakan secara tertutup dihadapan 

pejabat yang berwenang.  

(5) Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan berat dinyatakan secara terbuka pada 

suatu forum resmi.  

(6) Pernyataan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan menjadi 

secara terbuka, penyataan secara tertutup. 

d. Pasal 29A, Sanksi administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis 

Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 


